



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 
Kejahatan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri karena kejahatan merupakan produk dari masyarakat dan ini perlu ditanggulangi. Hal ini mengingat bahwa kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus pidana semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan. Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi.[footnoteRef:2] [2: Mohammad Arnaz, Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Pekerjaan Menurut Pasal 374 KUIHP (Studi Kasus Putusan Nomor 183/Pid.B/2023/PN Skt), Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 15, No. 2, (2024), hlm. 392.] 

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan dalam arti yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peratuaran pidana. Salah satu contoh kejahatan yaitu tindak pidana penggelapan dalam jabatan.[footnoteRef:3] [3: Ibid.] 

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup sering terjadi dan dapat muncul dalam berbagai aspek kehidupan. Para pelakunya berasal dari beragam latar belakang, mulai dari masyarakat kelas bawah hingga kalangan atas. Penggelapan melibatkan penyalahgunaan hak dan kepercayaan, sehingga siapapun berpotensi menjadi pelaku, tanpa memandang status sosial.[footnoteRef:4] [4: Dohma Pungu Nathanael Simanungkalit, Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan oleh Karyawan melalui Transaksi Fiktif Dana Operasional Perusahaan (Studi Kasus Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/Pn Ptk), Jurnal Humaniora, Vol. 3, No. 3, (2025), hlm. 33.] 

Penggelapan mencakup berbagai jenis, antara lain penggelapan biasa dan penggelapan jabatan. Perbuatan penggelapan lazimnya dirumuskan dalam Pasal 372 KUHP, yang menerangkan bahwasanya barangsiapa dengan sengaja dan menentang hukum menguasai barang-barang, baik sebagian atau seluruhnya, milik orang lain, tanpa ada hak yang sah untuk itu, ia melakukan tindak pidana penggelapan. Sedangkan penggelapan pada jabatan tercakup dalam Pasal 374 KUHP yang memuat terdapatnya hubungan kerja, mencari keuntungan pribadi, dan ada unsur balas jasa. Tujuan akhir dari penggelapan adalah untuk mendapatkan penguasaan atas barang atau uang yang menjadi hak milik orang lain.[footnoteRef:5] [5: Nur Raihan Wiranti Akmalasari, dkk. Analisis Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Penggelapan Sertifikat Hak Milik (Studi Putusan No. 169/Pid.B/2022/PN Idi), Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 4, No. 4, (2023), hlm. 3. ] 

Jabatan di perusahaan membawa pengaruh terhadap berjalannya suatu perusahaan, ketika karyawan diberi jabatan oleh perusahaan, karyawan tersebut mendapatkan kekuasaan yang lebih untuk mengontrol jalannya suatu perusahaan dan diharapkan memberikan kinerja yang baik dan prestasi kerja yang lebih baik lagi dan juga berkontribusi dalam memudahkan perusahaan dan membantu memajukan perusahaan. Jabatan kasir adalah jabatan yang tidak tinggi-tinggi sekali di dalam perusahaan. Salah satu persoalan managerial yang melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri sehingga pelakunya dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, karena perbuatan tersebut memberikan kerugian kepada perusahaan dan tindakan ini merupakan perbuatan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang.[footnoteRef:6] [6: I Ketut Seregig, dkk., Tinjauan Yuridis TerhadapTindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan pada PT. Everbright Lampung (Studi Putusan Nomor: 528/Pid.B/2023/PN TJK), Jurnal Sakola, Vol. 1, No. 2, (2024), hlm. 610.] 

Peraturan yang mengatur tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana penggelapan telah diatur dalam BAB XXIV (buku II) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang termaktub ke dalam Pasal 372-377. Tindak pidana penggelepan sangat erat kaitannya dengan rasa kejujuran ataupun kepercayaan atas seseorang, karena tindak pidana penggelapan dalam praktiknya telah dilakukan oleh hampir seluruh kalangan masyarakat, mulai dari lapisan masyarakat biasa hingga lapisan masyarakat yang memiliki jabatan tertentu, baik jabatan dalam pemerintahan maupun jabatan dalam perusahaan swasta. Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat atau dalam jabatan swasta, yang memiliki jabatan dapat diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 374 yang merupakan penggelapan pemberatan dari penggelapan dalam bentuk pokok pada Pasal 372 KUHP. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan diranah swasta dengan ranah pemerintahan merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaan secara mendasar berada pada poin merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara. Adapun tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang sedang marak terjadi di kalangan perusahaan swasta yang tidak menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara ataupun perekonomian negara maka itu tidak termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana korupsi.[footnoteRef:7] [7: Rodliyah, Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya), Apress, Depok, (2021), hlm. 23-24.] 

Di samping adanya perbedaan tindak pidana korupsi dengan penggelapan di atas, terdapat juga perbedaan antara pencurian dan penggelapan yaitu terletak pada definisi yang diberikan pada Pasal 362 KUHP. Menurut peraturan ini, pencurian terjadi apabila seseorang secara melawan hukum memperoleh suatu barang yang semuanya ataupun beberapa dimiliki oleh orang lain, dengan tujuan yang jelas guna tetap memiliki barang tersebut. Sedangkan dalam penggelapan, seseorang memperoleh suatu barang yang dipercayakan untuk dimilikinya tanpa seizin pemilik barang tersebut.[footnoteRef:8] [8: Nur Raihan Wiranti Akmalasari, dkk, Op.Cit., hlm. 5. ] 

Salah satu contoh perkara tindak pidana penggelapan yang cukup menarik perhatian peneliti yaitu kasus penggelapan dalam jabatan yang dilakukan seorang kasir perusahaan PT. Mandiri Ekspres Sejahtera Gadai, yaitu sebuah perusahaan pegadaian swasta di Jl. Ringroad Pasar II No. 15/16 Kota Medan sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1207/Pid.B/2025/PN Mdn. Adapun kronologis kasus tersebut adalah sebagai berikut.
Kasus bermula ketika seorang kasir bernama Chairunnisa Bahar Lubis (selanjutnya disebut dengan terdakwa) bekerja di PT. Mandiri Ekspres Sejahtera berdasarkan kontrak kerja Nomor.026/Ekspres/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 dengan menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah) hingga pada bulan April 2025.
Pada tanggal 18 Februari, 3 orang nasabah PT. Mandiri Ekspress Sejahtera Gadai yang bernama Anthony, Yusri Agusshanti dan Galih Nawanda mengajukan permohonan pinjaman dengan memberikan sebuah jaminan Agunan Surat kendaraan berupa BPKB. Nasabah Antony meminjam uang sebesar Rp. 55.000.000,- dengan rincian tiap bulannya harus membayar Rp. 3.850.000. Setelah permohonan pinjaman diterima, Anthony pernah membayar angsuran pada bulan Februari kepada terdakwa selaku kasir. Nasabah Yusri Agusshanti meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- dengan rincian tiap bulannya harus membayar Rp. 2.051.000,-. Setelah permohonan pinjaman diterima, Yusri Agusshanti pernah membayar angsuran pada bulan Februari kepada terdakwa selaku kasir. Nasabah Galih Nawanda meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- dengan rincian tiap bulannya harus membayar Rp. 1.041.000,-. Setelah permohonan pinjaman diterima, Galih Nawanda pernah membayar angsuran pada bulan Februari kepada terdakwa selaku kasir. Dengan demikian jumlah cicilan dari ketiga nasabah tersebut berjumlah Rp.10.165.000,-, namun oleh terdakwa tidak dimasukkan kedalam pembukuan Perusahaan PT. Mandiri Ekspres Sejahtera Gadai dan uangnya digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Akibat perbuatan Terdakwa, Perusahaan PT Mandiri Ekspres Sejahtera Gadai mengalami kerugian sebesar Rp.10.165.000. 
Penggelapan tersebut terbongkar setelah para nasabah didatangi pihak Debt Colectori untuk menagih pembayaran, dan para nasabah menjawab telah melakukan pembayaran kepada terdakwa. Atas kejadian tersebut, PT. Mandiri Ekspres Sejahtera Gadai membuat laporan ke Polsek Sunggal atas dugaan tindak pidana penggelapan. Setelah dilakukan penyidikan, sampai pemberkasan perkara di kejaksaan, akhirnya terdakwa disidangkan di Pengadilan Negeri Medan dengan dakwaan telah melakukan penggelapan yang dilakukan secara berlanjut selaku kasir perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana. Setelah melalui proses pembuktian dan pertimbangan hukum, majelis hakim akhirnya memutuskan bahwa terdakwa “Chairunnisa Bahar Lubis “ tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan” dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam ) bulan.
Berdasarkan kasus di atas, peneliti tertarik untuk melakukan analisis terhadap putusan tersebut dengan pertimbangan bahwa analisis yuridis tersebut dapat membantu menentukan apakah perbuatan kasir tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan biasa (Pasal 372 KUHP) atau penggelapan dalam jabatan (Pasal 374 KUHP). Penggelapan dalam jabatan memiliki ancaman hukuman yang lebih berat (penjara hingga lima tahun) karena didasari adanya hubungan kerja atau kepercayaan, yang relevan dalam kasus kasir.
Analisis penelitian ini memiliki esensial untuk menguraikan dan membuktikan setiap unsur pidana secara objektif dan subjektif di pengadilan, seperti adanya niat sengaja dan melawan hukum untuk memiliki barang (uang) yang berada di bawah penguasaannya, bukan karena kejahatan. Kemudian analisis juga akan dilakukan terhadap dasar pertimbangan hakim, yaitu analisis yuridis yang cermat menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Ini memastikan bahwa penerapan hukum pidana material terhadap pelaku sudah tepat.
Kemudian penelitian ini juga memiliki urgensi untuk membantu perusahaan atau pemilik usaha untuk memahami hak-hak hukum mereka, langkah-langkah yang harus diambil (seperti membuat laporan polisi dan menyediakan alat bukti yang sah), serta potensi untuk menuntut ganti rugi (restitusi) atas kerugian materil dan non-materil yang diderita.Analisis yuridis juga dapat membimbing aparat penegak hukum (polisi, jaksa) dalam melakukan penyidikan, pengumpulan bukti, dan penuntutan yang efektif, sehingga proses hukum berjalan sesuai prosedur dan tidak mudah dimentahkan di pengadilan.Adanya analisis yuridis tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak terkait, baik bagi pelaku mengenai konsekuensi perbuatannya, maupun bagi korban mengenai keadilan yang didapatkan. Secara singkat, analisis yuridis memastikan bahwa tindakan penggelapan oleh kasir ditangani sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, menjamin keadilan, dan memberikan efek jera. 
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penggelapan yang Dilakukan Oleh Kasir (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1207/Pid.B/2025/PN Mdn)”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari penjabaran latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan hukum terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh kasir?
2. Bagaimanakah pembuktian unsur-unsur tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh kasir dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1207/Pid.B/2025/PN Mdn?
3. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh kasir dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1207/Pid.B/2025/PN Mdn?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahuipengaturan hukum terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh kasir.
2. Untuk mengetahui pembuktian unsur-unsur tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh kasir dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1207/Pid.B/2025/PN Mdn.
3. Untuk mengetahuipertimbangan hakim terhadap kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh kasir dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1207/Pid.B/2025/PN Mdn.
D. Manfaat  Penelitian
Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum pidana, pemahaman pertimbangan hakim, kajian disparitas putusan, perumusan kebijakan hukum, pengembangan yurisprudensi, penerapan teori kriminologi, serta bahan ajar dan referensi akademis. 
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk panduan penerapan hukum, acuan pertimbangan, pengembangan yurisprudensi, penyusunan dakwaan dan tuntutan bagi penegak hukum, dan juga sebagai studi kasus nyata, pemahaman pertimbangan hakim, keterampilan analisisbagi mahasiswa dan praktisi hukum.
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